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Bcnlasarkan latarbelakang sejarahn}a pcngertian korupsi nampaknya sangai 

bcrkaitan crot denga11 kekuasaan dan pemcrintahan di jaman dulu maupun di 

jaman sekarang. 

Korupsi merupakan salah saiu masahih nasicinal rang d1anggap sebagai 

kephatan yang menghamh;it kd;1111.:;ir.111 rcmh:i11gu11.111 disamp111g mcrupak:ln 

tindakan pcnyek\\ .:ngan tcrhadap nonn:1 ;11au knidah hukum y;mg bcrlaku dan 

nonna sosial lainnya. 

Gejala lain juga di pandang �eboga1 korupsi adalah pengangkatan sanak 

saudara dan teman-teruan di dalam organisasi politik untuk mcnduduki 

jabatan politik tampa mcmandang Jasa mcrcka maupun konsekucnsmya 

pada kesejatcraan umwn hJI ini leb1h d1kcnal dengan scbutan nepotism.: 1 

Berdasarkan ura1an tersebut akan terlihat adanya pcnggolongan yang 

tcrcakup dalam penggunaan istilah korupsi, ketiga 1stilah terscbut dopat di 

Jab:irkan sebagai berikut yakni pcnyuapan ( bribery), pcmerasan (extortion). dan 

· 1epotisme pada dasnmya ada benang merah yang mcnghubungkon ketiga bcntuk 

pcnggolongan itu yang menempatkan kcp.:ntingan-kcJJ<:ntingan umum, di bawah 

t tjuan pribadi yaitu dengan mclakukan pclanggarnn nonna nonna tugas dan 
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kcsejnternan ynng disertai dcngan penetapan atau kernhasiaan,pcnghiannlan, 

penipuan dan pengabdian yang kejam lcrhadap masyarakar. 

Kiranya pcrlu di pahami bahwa ciri- ciri korupsi ndalah mclibatkan leb1h 

dari I orang, ha! ini tidnk soma dengan kasus pencurian dan pe111puan. Scorong 

nperator 1�ras10g )ang korup sesunggunya titfak ada <lan kasus- ka�us dcn11J..1an 

bias;111ya tcm1asuk <lalam pengcrtian pcnggelapan. Conlohnya aclalah pcmya1aan 

palsu tentang biay;i dinas pcrplanan dinas bcnkut rckemng hotel. Dalam kasus 1111 

scnng kal1 sc:ca1 a diam - diam antara pcjaba1 yang 111c111bcrik:ln d:uu dan yan� 

mencnma dana lldak mclakukan pcrjalanan scbab tel ah di atur bah\\ a pcrjalan.111 

<linasnya odalah (ik1if. 2 

Suatu perjalanan korupsi jclas mclanggar nonna-norma tugas <lan tanggung 

jawab dnlam iatannn masyarakarjadi korupsi di dasarknn atas ni:u kesengajaan 

untuk menempatkan kepentingan umum menjadi kepcntingan khusus. 

Kelicikan seorang koruptor kebanyakan terdapat dalam manipulasi bank dan 

proyck-proyek yang mcliputi pengeluaran fiktif bahkan nda yang 

mcrnanipulasikan computer, kejahatan-kejahatan scperti mi sud3h tidak asing lagi 

bag1 lndonesia,bahknn belaknngan ini mcnonjol.ada bcberapa faktor penyebob 

tetpdinya korupsi di  Indonesia antara lain seperti : 

A. Fnktor politik 

TelJadinya korupsi di Indonesia biasa di scbabkan oleh faktor politik 

atau yang berkaitan dengan mnsalah kekuasaan. 
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B. Faktor yuridis. 

Kompsi yang discbabkan oleh fokcor yuridis, yairu berupa lcmahnya 

sanksi hukuman maupun pcluang cerobosan pada pcratur::in perundang-

und::ingan yang berkaitan dcngan tindak palana kompsi. 

C. Fok tor bud a ya. 

Apabila di hubungkao korup�i dcngan bud.1�.1. maka dapa1 di lihac 

bahwa korupsi antara lam hcrsumbcr pada pcnmgk::ican pandangan 

teodal,yang sd.arang mc111mhulkan bcnturan kcsctiaan ya1tu ant::ira 

kcwajiban-kc\\aj1ban ccrhadap keluarga ,bn kewajiban tcrhadap 

Negara. Hal tersebu1 mcnjad1 kcbiosaan atau trndisi dan bcrpengnruh di 

dalam kehidupan masyarakat dan bangsa lnuom:sia. 

Korupsi mencakup banyak ha) 5.:pcrti barang, kuasa, dana, waktu, dan 

bentuk yang lain dari yang kecil sampni bcsar.llal ini dischabkan karena lcmahya 

mental disatu pihak. dan kclcmaban atau kck-urang.,n pcngawasan p::ida pihak 

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetabui sccara Jebih jelas tcntnng 

adanya perbuatan melawan hukum yakm bcrupa kcJah::itan yang dilakuk::in oleb 

pegawai negcri, maka penulis dalam suan1 skripsi yang bcrjudul 

"KAJIAN IIUKU,it TENTANG Tli\'DAK PIDANA KORUPSI YANG 

DILAKUKAN OLEH PEGAWAJ NEGERJ DI TI.VJAU DARI l/NDANG-

'.�fr, u, Palalkahu ,,,,,.,olalt- masalalo ujohato• Jan per.affJJGl•lo•gan, PT. Bpk Ounung mulai, 
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UXDJO U.\'D.IXG-U.\'DASG XO 20 TAfllfX 2001 TENTA1YG TJXDAK 

PIDANA KOR UPS/. 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk 

sampai keseluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya 1erus 

meingkat dnri lahun kc1ahun. dabm jumlah kasus yang 1erjadi dan jumbh 

kerugian kcuangan nc:garadari ;egi kualitas tindak pidana korups1 )ang d1lakuka11 

secara sisu:ma1is yang 1clnh memasuk1 scluruh ospc:k kchiuupan masyar<1ka1. 

�h1rus klla sauan mcningblnya timfak p1J.rna kvrup>l )Jllg lltl.Jk 

terkcndah akan mcmha" a dampak ) ang tidak hanya scbalas kd1iJupan 

pcrekonomian nnsjonal llitapi juga bagi kchiuupan bcrbangsa dan bcmcgara pada 

umumya. 

Pcrbuatan tindak pidana korupsi merupakan pclanggaran lt.'Thadap 

hak - hak sosial dan hak - hak ckonomi mosyaraka1, sehingga tindak pidana 

i.:orupsi tidnk lagi digolongkan sebagai kcjahatan biasa mclainkan tclah menjadi 

kejahatan luar biasa, tctapi di tuntut cara - cara yang luar biasa. 

Penegakan hukum dalam rangka pembrantasan tindak pidana korupsi yang 

�lama ini dilakukan sccara konvensional terbukti tclah mengalam berbagai 

hambatan.Dcngan demikian, diperlukan mctodc pcnegaknn hukum sccnra Juar 

biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai wcwcnang Juas 

independcn serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pembrantasan 

tmdak bescrta bcrkesi11ambungan. 

Scbagaimana yang diamanatkan dalam pasal 43 ayat (I) undang - undang 

nomor 31 tahun 1999 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi, bahwa dalam 
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waktu paling lambat 2 ( dua) rahun scjak berlakunya und:mg - undang nomor 31 

dibentuk komisi pembranrasan korup si. yang kcmudian tclah di wujudkan dcngan 

Undang - Undang Nomor 30 rahun 2002 tenrang pembrantasan tindak pidana 

korupsi yandag ditegaskan dalam pasal :?; dengan undang - undang nomor 30 

dibentuk komisi pcmbrnntosun 1indak p iclnna korups i ):lllg sdanjutnya diseb ut 

KPK. 

Komisi pcmbcra111asan korup:-.1 memiliki kcwcnangan mclnkukan 

koordinasi <lan super> is.:. i.:nna.uk 111d.1�uk;111 P''ll)clid1�an .pen) 1d1kan. Jan 

penun1utan, sedangkan mcngcna1 pcmbcmuk:ln, susu11:111 <'rganisasi. tala kcrja dan 

pcrtanggungjawaban, tugas dan wewenangnya bcbas dari kckuasaan mannpun. 

Kcbcradaan tindak pidana korupsi dalam hukum posi1i f Indonesia 

sebcnarnya sejak berlakunya k1tab undang - umlang hukum pidana (wctbock 1·m1 

straji-ect) 1 januari 1918, kitab undang - undang hukum pidan a sebngai suatu 

kodifikasi dan unifikas1 bcrlaku bagi scmua golongan di Indonesia scsuai dcngan 

asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752 tanggal 15 

oktober 19 I 5. 

Sclanjutnya setelah Indonesia memproklamirkan kcmerdckaan ranggal 17 

agustus 1945 kcberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam hukum positif 

Indonesia, pada waktu seluruh wilayah Negara Rcpultk Indonesia dinyarakan 

d:ilam keadaan perang berdasarkan Undang - Undang Nomor 74 tahun 1957 

JOnl957 jo Undang - Undang Nomor 79 tahu11 1957 yang mana dalam rangka 

pembrantasan tindak pidana korupsi tclah diterbi1kan pcmturan tcntang 

pembrantasan tindak pidana korupsi untuk yang pertama kali . 
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